SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan kegiatan teknis penunjang Perlindungan
Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Mimika;

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
di seluruh Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika;
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Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017
Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua: 04/2017;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Mimika;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MIMIKA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.




3. Bupati adalah Bupati Mimika.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mimika.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mimika.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mimika.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD
P2TP2A Kabupaten Mimika.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada
masyarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Mimika.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
perangkat daerah Kabupaten Mimika.
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Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
/ atau Kkegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat
pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak.

BAB 1III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD P2TP2A terdiri dari:
Kepala UPTD;

Sub Bagian Tata Usaha,;

Seksi Penerima Pengaduan;

Seksi Tindak Lanjut Kasus;dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

® a0 e

(2) Bagan susunan organisasi UPTD P2TP2A adalah sebagaimana tercantum
pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan
kebijakan, Menyusun rencana dan pelaksanaan program pemberiaan layanan
perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala UPTD

mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan
perempuan dan anak;

b. penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;

c. pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan
perlindungan perempuan dan anak;

d. pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional
khusus dalam pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;

e. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga perlindungan perempuan dan
anak;
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan
dan anak;

penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan
anak serta pengumpulan data kekerasan perempuan dan anak;

perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak;

pembagian tugas kepada kepala subbagian, kepala seksi dan pelaksana serta
fungsional; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a.

S pR ™M Ao

menyusun pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah
tangga;

menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
menyusun pengelolaan naskah dinas dan kearsipanan;

menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
merencanakan program dan kegiatan UPTD;

menyusun kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan UPTD;

memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian ketiga
Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan

Pasal 9

Kepala Seksi Penerimaan Pengaduan mempunyai tugas :

a.
b.
C:

SR B S

melakukan perencanaan terkait operasional penerima pengaduan;
melaksanakan tugas penerimaan pengaduan dan penjangkauan kasus;
melakukan evaluasi pelaporan dan pengumpulan data kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai
perlindungan perempuan dan anak;

melakukan pemantauan kasus kekerasan;

melakukan evaluasi danan pelaporan kegiatan;

merencanakan program dan kegiatan;

memberi petunjuk dan mernbagi tugas kepada pelaksana;

melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian keempat
Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus

Pasal 10

Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus mempunyai tugas :

a.

o
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(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

melakukan pelayanan pendampingan kesehatan, rehabilitasi sosial dan
bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
melaksanakan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

melakukan koordinasi dengan jejaring/mitra P2TP2A;

melakukan pemulangan/reintegrasi terhadap korban kekerasan;

melakukan evaluasi danan pelaporan kegiatan;

merencanakan program dan kegiatan;

memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kepala Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah.

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III/b atau jabatan Administrator,

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV/a atau
Jabatan Pengawas.
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BAB VII
KEUANGAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan
sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal
maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk
bagi pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD
bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
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BAB IX
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd

ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 55.

\MUH.,JAM@LA WADAN SAO, SH
“PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011




SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 55 Tahun 2023
Tanggal, 29 Desember 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN TATA USAHA
FUNGSIONAL

SEKSI PENERIMA
PENGADUAN

SEKSI TINDAK LANJUT

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

\\M JAégBiﬁ WADAN SAO, SH
xS M \P\Eyé

o

NIP.= *TWTOSQB 200701 1011




